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Ringkasan Eksekutif   
Eskalasi konflik Iran–AS–Israel yang berpotensi memblokade Selat Hormuz menjadi ancaman serius 

terhadap stabilitas ekonomi Indonesia karena ketergantungan tinggi pasokan energi dan bahan baku 
petrokimia dari kawasan Teluk Persia. Hal ini berisiko memicu kenaikan harga BBM, pupuk, plastik, FMCG, 
inflasi pangan, serta penurunan daya beli masyarakat. Masalah utama terletak pada belum adanya sistem 
ketahanan pasokan industri strategis nasional, sehingga gangguan pasokan tidak hanya meningkatkan harga 
tetapi juga mengancam keberlangsungan produksi yang dapat berujung pada kontraksi manufaktur, PHK 
massal, pelemahan konsumsi rumah tangga, tekanan fiskal, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. 
Alternatif solusinya ada 4, yaitu 1) Sistem Peringatan Dini Guncangan Pasokan Nasional dan Cadangan 
Strategis Wajib, 2) diversifikasi pemasok ke India, China, Rusia, Australia, AS, Afrika, dan ASEAN, 3) 
peningkatan produksi domestik melalui percepatan refinery serta petrokimia dasar, serta 4) perlindungan 
daya beli masyarakat dan sektor pariwisata melalui instrumen fiskal tertarget. Rekomendasi utama adalah 
segera membentuk Satgas lintas kementerian dan dunia usaha untuk memetakan stok penyangga industri 
prioritas, menetapkan daftar bahan baku kritis nasional, menjalankan diversifikasi pemasok global, serta 
membangun dashboard nasional stok strategis secara real-time guna menjaga keberlangsungan industri dan 
mencegah dampak makroekonomi yang lebih luas. 

 
Pendahuluan   

Selat Hormuz merupakan chokepoint utama perdagangan energi dunia yang menghubungkan 
produsen minyak dan gas utama di kawasan Teluk Persia dengan pasar global. Negara-negara seperti 
Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Irak, dan Bahrain menjadi pemasok penting crude oil, 
LPG, LNG, serta feedstock petrokimia bagi industri Indonesia (Kemen ESDM, 2025). Jika terjadi blokade 
akibat eskalasi perang Iran–AS–Israel, dampaknya akan sangat cepat dirasakan Indonesia melalui kenaikan 
harga energi, terganggunya pasokan bahan baku industri, peningkatan biaya logistik, dan imported inflation 
(World Bank, 2025). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, “Sekitar 20–
25% impor minyak mentah Indonesia melewati Selat Hormuz. Kami sudah mempersiapkan diversifikasi ke 
Amerika Serikat dan negara lainnya, tetapi gangguan di jalur ini tetap akan berdampak pada harga energi 
domestik” (Kompas, 2026). Senada dengan itu, pakar ekonomi energi dari Universitas Indonesia, Dr. Akhmad 
Fathoni, dalam wawancara menyebutkan: “Shock pasokan dari Timur Tengah tidak hanya akan mendorong 
kenaikan harga BBM dan LPG, tetapi juga memicu efek domino pada biaya produksi petrokimia dan pupuk, 
yang pada akhirnya mengancam inflasi pangan dan daya beli masyarakat” (CNBC Indonesia, 2026). 

Industri yang paling rentan meliputi BBM, petrokimia, pupuk, plastik, FMCG, hygiene products seperti 
pampers dan pembalut, farmasi, logistik nasional, penerbangan, hingga sektor pariwisata. Shock awal dapat 
muncul dalam 1–2 minggu pada sektor energi dan logistik, kemudian merambat ke industri hilir dalam 30–
90 hari (OECD, 2024). Dampak ini dapat meluas dari inflasi menjadi risiko sistemik terhadap pertumbuhan 
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ekonomi nasional. Oleh karena itu diperlukan kebijakan preventif yang tidak hanya menjaga harga, tetapi 
menjaga keberlangsungan industri nasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (Afandi, 2024). 

  
Sumber: Kementerian ESDM (2025)    Sumber: Kementerian ESDM (2025) 

(a)                                (b) 

 
Sumber: Kemenperin (2025) 

(c) 
Gambar 1.(a)  Mapping impor bahan baku industri dari teluk persia; (b) Potensi industri terdampak dan 

risiko gangguannga; (c) Negara pemasok lainnya untuk bahan baku industri 
     

Permasalahan    
Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku energi dan petrokimia 

dari kawasan Teluk Persia. Bahan strategis seperti minyak mentah, LPG, LNG, naphtha, ammonia, sulfur, 
polyethylene (PE), polypropylene (PP), menjadi input utama bagi industri manufaktur nasional. Masalah 
utama yang dihadapi saat ini adalah sebagai berikut:  
1. Belum adanya Sistem Early Warning Nasional untuk Ketahanan Stok Industri. Saat ini Indonesia belum 

memiliki sistem peringatan dini terintegrasi yang mampu memantau secara real-time ketahanan stok 
industri, tingkat ketergantungan impor, ketersediaan stok aman nasional, serta kemampuan penggantian 
pemasok. Akibatnya, pemerintah dan pelaku industri kesulitan mendeteksi dini potensi gangguan pasokan. 
Gangguan pasokan pada jalur Selat Hormuz — yang mengangkut sekitar 20–25% impor minyak mentah 
Indonesia — berpotensi menimbulkan efek berantai (IEA, 2025). Pada tahap awal terjadi kenaikan harga 
BBM dan biaya logistik, diikuti lonjakan biaya produksi industri petrokimia, kenaikan harga pupuk yang 
memicu inflasi pangan, serta tekanan pada industri hilir rumah tangga seperti pembalut, pampers, 
masker, farmasi, dan produk FMCG lainnya. 

2. Kebijakan Masih Terlalu Berfokus pada Stabilisasi Harga melalui Subsidi Reaktif. Kebijakan yang ada 
cenderung reaktif dan berorientasi pada penahanan harga melalui subsidi BBM dan energi yang luas, 
bukan pada perlindungan keberlangsungan produksi industri. Pendekatan ini kurang efektif menghadapi 
shock geopolitik karena jika industri strategis berhenti beroperasi, dampaknya jauh lebih besar, yaitu 
PHK massal, kontraksi sektor manufaktur, pelemahan konsumsi rumah tangga, tekanan fiskal yang 
semakin berat, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. 
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Masalah inti yang mendasari adalah ketiadaan sistem ketahanan pasokan industri strategis nasional 
yang komprehensif dan antisipatif dalam menghadapi berbagai guncangan geopolitik global. 

   
Sumber: Kemenperin (2026)       Sumber: Kemenperin (2024) 

(a)                                 (b) 
Gambar 2. (a) Dampak ekonomi makro gangguan Selat Hormuz; (b) Mapping industri strategis terdampak  
 

Alternatif Solusi   
Untuk mengatasi masalah tersebut terdapat 4 alternatif, opsi 1 sebagai preferred option, dan opsi 

lainnya sebagai supporting policies yaitu: 
1. Sistem Peringatan Dini Guncangan Pasokan Nasional dan Cadangan Strategis Wajib (Preferred Option) 

Alternatif ini menjadi pilihan utama karena bersifat preventif dan cepat respons. Kementerian 
Perindustrian (Kemenperin) memimpin pembentukan sistem peringatan dini nasional yang memantau stok 
industri strategis, tingkat ketergantungan impor, dan potensi gangguan pasokan secara real-time, didukung 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) untuk integrasi data. Secara paralel, Kemenperin bersama Kementerian BUMN mewajibkan 
perusahaan industri strategis (baik swasta maupun BUMN) untuk menyediakan cadangan strategis minimal 
bagi komoditas kritis seperti naphtha, ammonia, sulfur, LPG, dan resin. Pendekatan ini memungkinkan 
respons kebijakan yang cepat dan berbasis data, sehingga penutupan industri dapat dicegah sejak dini. 
Tantangan utamanya adalah koordinasi lintas lembaga dan kualitas data industri yang akurat.  
2. Diversifikasi Pemasok (Supporting Policy) 

Kemendag bersama Kemenperin dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bertugas memimpin 
diversifikasi pemasok melalui pembentukan war room khusus lintas sektor. Tugasnya meliputi negosiasi 
dagang, pengalihan kontrak impor, dan pengamanan jalur logistik prioritas dari negara alternatif seperti 
India, China, Rusia, Australia, Amerika Serikat, Afrika, dan ASEAN. Pelaku usaha (asosiasi industri) 
diwajibkan aktif melaporkan kebutuhan dan menjalankan kontrak baru, sementara Kementerian Perhubungan 
mendukung pengamanan logistik impor. Kebijakan ini mengurangi risiko blokade Selat Hormuz dan 
menstabilkan harga melalui sumber pasokan yang lebih beragam. Kelemahannya adalah waktu penyesuaian 
kualitas dan potensi kenaikan biaya kontrak awal.  
3. Mendorong pasokan bahan baku dari domestik & Substitusi Impor (Supporting Policy) 

Solusi struktural jangka menengah-panjang ini dipimpin oleh Kemenperin bekerja sama dengan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta BKPM. Keduanya bertugas mempercepat 
pembangunan dan ekspansi refinery, industri petrokimia dasar, pabrik methanol, serta pabrik ammonia 
melalui insentif investasi dan penyederhanaan perizinan. Kementerian Keuangan mendukung melalui skema 
pembiayaan dan insentif fiskal, sementara pelaku usaha swasta dan BUMN menjadi pelaksana proyek. 
Pendekatan ini memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, mendukung hilirisasi industri, penciptaan 
lapangan kerja, dan penurunan defisit transaksi berjalan. Tantangannya adalah kebutuhan investasi besar 
dan waktu pembangunan yang relatif panjang.  
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4. Perlindungan daya beli dan perlindungan terhadap devisa wisata (Supporting Policy) 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Sosial memimpin perlindungan daya 

beli masyarakat melalui instrumen seperti transport voucher, bantuan pangan terbatas, dan dukungan modal 
kerja UMKM. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama 
Kementerian Perhubungan menyediakan avtur support terbatas bagi rute wisata prioritas penghasil devisa. 
Kebijakan ini menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan 
mempertahankan penerimaan devisa pariwisata di tengah kenaikan biaya energi dan transportasi. 
No Opsi Kebijakan Kelebihan  Kelemahan / Risiko  Skor  

1 
Sistem Peringatan Dini 
Guncangan Pasokan 
Nasional dan Cadangan 
Strategis Wajib  

Menjaga keberlangsungan industri, 
mencegah shutdown, presisi tinggi 

Memerlukan koordinasi lintas K/L dan 
kesiapan data nacional ★★★★★ (5/5) 

2 Diversifikasi Pemasok Mengurangi ketergantungan 
kawasan Teluk Persia 

Membutuhkan negosiasi cepat dan 
penyesuaian kontrak impor ★★★★☆ (4/5) 

3 
Mendorong pasokan 
bahan baku dari domestik 
& Substitusi Impor  

Solusi struktural jangka panjang, 
memperkuat industri nasional 

Investasi besar, implementasi lebih 
lambat ★★★★☆ (4/5) 

4 
Perlindungan daya beli 
dan perlindungan 
terhadap devisa wisata  

Menjaga daya beli dan devisa 
wisata 

Efek terbatas jika pasokan industri 
tetap terganggu ★★★☆☆ (3/5) 

 
Keterangan skoring dalam tabel tersebut didasarkan pada bobot manfaat berbanding risiko: 
• Skor 3/5 (Cukup): diberikan jika kebijakan tersebut hanya bersifat jangka pendek atau memiliki beban fiskal yang besar (seperti subsidi). 
• Skor 4/5 (Sangat Baik): untuk kebijakan pendukung (supporting policy) yang memiliki solusi struktural jangka panjang namun implementasinya lebih lambat atau membutuhkan 

negosiasi kontrak. 
• Skor 5/5 (Optimal): diberikan jika kebijakan (misal: Sistem Peringatan Dini) memiliki manfaat strategis yang tinggi dengan risiko yang dapat dikelola melalui koordinasi.  

 

Rekomendasi  
Implementasi direkomendasikan dalam 3 tahap. Jangka pendek (0–6 bulan), pemerintah disarankan 

membentuk Task Force Nasional lintas kementerian dan dunia usaha, melakukan pemetaan buffer stock 
seluruh industri prioritas, menetapkan daftar bahan baku kritis nasional, serta membangun dashboard warning 
system nasional. Diversifikasi pemasok harus segera dijalankan melalui alih sumber pasokan ke India, 
China, Rusia, Australia, Amerika Serikat, Afrika, dan negara-negara ASEAN untuk mengurangi ketergantungan 
pada Teluk Persia. Pemerintah juga perlu menyiapkan perlindungan fiskal tertarget berupa subsidi pengiriman 
barang, dukungan transportasi pupuk, penangguhan sementara PPN, dan relaksasi bea impor bagi sektor 
prioritas. Jangka menengah (6–24 bulan), cadangan strategis industri diwajibkan secara nasional bagi 
perusahaan di sektor prioritas. Langkah ini disertai dengan percepatan pembangunan refinery, industri 
petrokimia dasar, pabrik methanol, pabrik ammonia, serta program substitusi impor strategis yang lebih 
masif. Jangka panjang (24 bulan ke atas), kebijakan difokuskan pada pembangunan fondasi permanen 
ketahanan ekonomi nasional untuk menghadapi berbagai guncangan geopolitik global. Hal ini mencakup 
penguatan ekosistem industri hulu-hilir yang terintegrasi, pengembangan teknologi dan riset bahan baku 
alternatif, serta penguatan diplomasi ekonomi untuk mendukung kemandirian nasional.  
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